BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 4708 );



6.

10.

13;

18,

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 65);



Menetapkan

14, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007
Nomor 3 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);

16. Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L
2.

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Grobogan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya
disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 yang selanjutnya
disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai
dengan Tahun 2021.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang
selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen
perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun
2016 sampai dengan Tahun 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
s_elanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan



Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan
untuk melaksanakannya.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PD
Pasal 2
(1) Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD.
(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman PD dalam penyusunan Renja PD.
(3) Renja PD menjadi pedoman dalam menyusun RKA-PD.,

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan
penelaahan, pengendalian dan evaluasi guna memastikan
konsistensi antara Renstra PD dengan Renja PD.

Pasal 4

(1) Dalam hal terjadi perubahan capaian sasaran tahunan dalam
Renstra PD, tetapi tidak mengubah target capaian sasaran
akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target
kinerja tahunan dapat dilakukan dengan merubah Peraturan
Bupati ini

(2) Perubahan target kinerja tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun
sebelum RPJMD berakhir.

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 5
(1) Sistematika penyusunan Renstra PD terdiri dari:
a. BAB 1 : Pendahuluan;
b.BABIl : Gambaran Pelayanan PD;
c. BABIIl : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan
Fungsi;

d. BABIV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

e. BABV : Program dan Kegiatan;

f.BABVI : Indikator Kinerja PD yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD;

g. BABVII : Penutup.

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini,



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR
45 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN

NO.

PR e

® NS @

11,

12.

13.

14.

16.

2016-2021

PERANGKAT DAERAH
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
RSUD Dr. Soedjati Soemodihardjo

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Kebersihan

Dinas Bina Marga
Dinas Pengairan
BAPPEDA

Dinas Perhubungan, Informasi dan
Komunikasi

Badan Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil

Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah

Dinas Pemuda Olah rga Kebudayaan
dan Pariwisata

Kantor Satpol PP



17.
18.
19,

20.
21,
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29,
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
43.

Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD

Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah

Inspektorat

Kecamatan Kedungjati
Kecamatan Karangrayung
Kecamatan Penawangan
Kecamatan Toroh
Kecamatan Geyer
Kecamatan Pulokulon
Kecamatan Kradenan
Kecamatan Gabus
Kecamatan Ngaringan
Kecamatan Wirosari
Kecamatan Tawangharjo
Kecamatan Grobogan
Kecamatan Purwodadi
Kecamatan Brati
Kecamatan Klambu
Kecamatan Godong
Kecamatan Gubug
Kecamatan Tegowanu
Kecamatan Tanggungharjo
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Ketahanan Pangan



44,
45,
46.
47.

48
49
S50

Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kantor Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan Daerah

Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Holtikultura

Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Pertambangan dan Energi



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal
BURATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016
NOMOR 45



